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ABSTRAK

Otonomi Daerah diselenggarakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No.33Tahun 2004, menerangkan bahwa faktor keuangan daerah
merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah.
Pemerintah daerah harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berupaya
untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari Pendapatan
Asli daerah (PAD). Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang kontribusi retribusi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi
pariwisata 7 kabupaten di kawasan Danau Toba terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara,
tepatnya di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara
yang beralamat di Jalan Serbaguna No.10 Medan. Metode yang dipergunakan adalah
metode deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah kuantitatif dengan cara
mengumpulkan data-data yang telah diolah seperti grafik, table, dan diagram.
Kemudian data tersebut dihitung dan dianalisa kemudian ditarik kesimpulan. Dari hasil
analisa data yang dilakukan diperolen bahwa kontribusi Retribusi Pariwisata 7
Kabupaten di kawasan Danau Toba terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara
relative sangat kecil dibandingkan dengan retribusi yang lainnya. Hal ini terlihat dari
data selama 2 (dua) tahun yakni, pada tahun 2017 penerimaan retribusi pariwisatanya
adalah Rp 693.400.000 dengan persentase kontribusi 0,013% dan pada tahun 2018
penerimaan retribusi pariwisatanya adalah Rp 840.800.000 dengan persentase
kontribusi 0,014%.

Kata Kunci : Retribusi Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Danau Toba



ABSTRACT

Regional Autonomy is carried out by Law No.32 of 2004 and Law No0.33 of 2004,
explains that regional financial factors are the backbone for the implementation of
local government activities. The regional government must be able to carry out its
functions properly and strive to increase regional revenues, especially those sourced
from the region’s original revenue. The makes researchers interested in conducting
research on the contribution of tourism levies in increasing local revenue. This study
aims to determine how much the contribution of the 7 regency tourism levies in the
Lake Toba region to the original regional income (PAD) of North Sumatra. This
research was conducted in the Government of the Province of North Sumatra, precisely
at the Office of the North Sumatra Regional Tax and Retribution Management having
its addres at Jalan. Serbaguna No.10, Medan. The method used is descriptive method.
The type of data used is quantitative by collecting processed data such as graph, tables
and diagrams. Then the data is calculated and analyzed then conclusions are drawn.
From the result of data analysis, it was found that the contribution of 7 District Tourism
Levies in the Lake Toba region to the Original Revenue of North Sumatra was relatively
small compared to other levies. This can be seen from the data for 2 (two) years, in
2017 the revenue from tourism levies is Rp693,400,000 with a contribution percentage
of 0,013% and in 2018 the revenue of tourism retribution is Rp840,800.000 with a
contribution percentage of 0,014%.

Keywords: Tourism Levies,Local Revenu ,Lake Toba
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 18.120 pulau
yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Negara Indonesia
memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala,
peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya
dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan
kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui
penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan daerah dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata dikembangkan di suatu daerah dengan berbagai alasan utama adalah
untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan masuknya devisa bagi daerah dan negara,
peningkatan dan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pariwisata juga mendorong
proses perlindungan terhadap suatu lingkungan fisik maupun sosial budaya dari
masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan aset yang dapat dijual kepada

wisatawan dan jika ingin berlanjut maka harus di pertahankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem



Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sesuai dengan otonomi daerah maka
pemerintah daerah memiliki tugas untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan

menyejahterakan rakyat.

Maka dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan mampu untuk
mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah masing-masing. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk
lebih mandiri terutama pada kondisi finansial yang menjadi tolak ukur kemandirian
suatu daerah yang dilihat dari tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh
karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber
pendapatan asli daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No.

32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya

mengandalikan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan
asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam

yang berupa objek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah



merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi
dalam meningkatkan PAD. Namun, walaupun bukan sektor penyumbang terbesar
retribusi dari sektor pariwisata dapat dikembangkan lebih baik sehingga berdampak
pada masyarakat disekitar tempat pariwisata. Salah satunya tersedianya lapangan kerja
dan memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan. Pendapatan yang bersumber dari
pariwisata, yaitu:
1. Retribusi tempat parkir khusus
2. Retribusi Tempat Rekreasi/ Objek Wisata

Era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan
yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan
perekonomian Sumatera Utara. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu
sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu
menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk
mengembangkan sektor ini pemerintahan Sumatera Utara berusaha keras membuat
rencana dan berbagi kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini.

Kunjungan wisatawan asing ke Danau Toba pada Tahun 2015-2018 hanya
mengalami kenaikan 1%. Sedangkan Sektor pariwisata mampu mendorong penghasil
devisa yang cukup andal untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Serta
minimnya infrastruktur penghubung untuk menuju kesana, sehingga wisatawan egan

kesana.
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Gambar 1.1. Grafik Kunjungan Wisatawan Asing ke Danau Toba

Sumatera Utara memiliki potensi pariwisata yang besar, sehingga kegiatan
kepariwisataan diharapkan menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat
diandalkan dengan pemasukan devisa yang cukup memadai. Penelitian ini bertujuan
untuk menganilis pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Sumatera Utara yang
berada di kawasan Danau Toba, yaitu yang terdiri dari 7 kabupaten. Adapun seluruh
daerah tersebut adalah Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo,
Kabupaten Humbang Hansudutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba
Samosir, dan Kabupaten Simalungun.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat perioritas utama
dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan
kemandirian dan daya saing. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARIWISATA

PADA 7 KABUPATEN YANG BERADA DI KAWASAN DANAU TOBA



TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA

UTARA”.

1.2 ldentifikasi dan Batasan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penulis mengidentifikasi masalah yaitu:
a. Minimnya infrastruktur penghubung yang berkoneksi dengan mobilitas
wisatawan (aksesbilitas).
b. Minimnya sarana prasarana bagi wisatawan
c. Pertumbuhan kunjungan wisatawan manca negara tahun 2015-2018 hanya
1%.
1.2.2 Batasan Masalah
Penelitian ini memerlukan batasan masalah agar penelitian ini lebih
terarah dan pembahasannya tidak menyimpang. Mengingat keterbatasan waktu,
maka penulis membatasi masalah pembahasan pada Retribusi Pariwisata 7
Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba dan Pendapatan Asli provinsi

Sumatera Utara.

1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian

yang dibahas adalah:



a. Bagaimana kontribusi retribusi pariwisata pada 7 kabupaten yang berada di
kawasan Danau Toba terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Utara?
b. Daerah manakah yang memberikan kontribusi retribusi pariwisata yang lebih

besar diantara 7 kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba?

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan yang telah
dikemukakan adalah:

a. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pariwisata dalam peningkatan
pendapatan asli daerah di pemerintahan Sumatera Utara.

b. Untuk memberikan bukti empiris besarnya kontribusi retribusi pariwisata
terhadap pendapatan asli daerah dan persentase kontribusi yang diberikan
oleh penerimaan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah pada
pemerintahan kabupaten dikawasan Danau Toba.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa
pihak diantaranya:

a) Bagi Peneliti

Dilakukan penelitian dengan harapan menambah pengetahuan,
pemahaman serta wawasan yang lebih mendalam tentang laporan keuangan
pemerintahan daerah.

b) Bagi Akademisi



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
keilmuan bagi studi ekonomi dan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya
mengenai kontribusi retribusi pariwisata pada 7 kabupaten yang berada di
kawasan danau toba terhadap pendapatan asli daerah provinsi sumatera
utara.

¢) Bagi Pemerintahan

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam

menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan daerah

dari sektor pariwisata.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian Ismi Rahma Hasibuan (2017),
Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dari Industri Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara dan Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhinya”, sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi Retribusi
Pariwisata Pada 7 Kabupaten Yang Berada Di Kawasan Danau Toba Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara”. Perbedaan penelitian

terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada:

1. Variabel Penelitian
Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel independen yaitu Lama Inap,
Jumlah Wisatawan, dan Tingkat Hunian, sedangkan penelitian ini menggunakan

1 variabel independen yaitu Retribusi Pariwisata.



2. Jumlah Data
Penelitian terdahulu menggunakan data 5 periode dari tahun 2011-2015,
sedangkan penelitian ini menggunakan data 2 periode dari tahun 2017-2018.

3. Waktu Penelitian
Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017, sedangkan penelitian ini
dilakukan pada tahun 2020.

4. Lokasi Penlitian

Lokasi penelitian terdahulu pada 10 kabupaten yang berada di Sumatera Utara,

sedangkan penelitian ini pada 7 kabupaten yang berada di Sumatera Utara.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pendapatan Daerah

Pengaturan kewenangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan
prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sumber-sumber pendapatan
untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi berdasarkan ketentuan
perundangan, namun sejauh ini PAD dan Dana Perimbangan yang memberikan

kontribusi anggaran sedangkan yang lainnya masih belum dapat dilaksanakan.

Namun demikian, perkembangan pendapatan suatu daerah dipengaruhi
olen beberapa aspek dan induktor antara lain pertumbuhan ekonomi,
kemampuan dan kapasistas daya beli dari masyarakat. Bukan faktor rentan

terhadap pengaruh moneter dan ekonomi makro.

Dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah
provinsi/kota/kabupaten yang meliputi tugas pemerintahan umum,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menggunakan sumber-sumber
pembiayaan yang didapat dari pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa ‘“‘sumber

pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah
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2) Hasil Retribusi Daerah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang di pisahkan
4) Lain-lain PAD yang disahkan

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Asli daerah terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Arsita (2015), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan
daerah dan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, Sumber-
sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan daerah
dari berbagai usaha penerimaan daerah untuk mengumpulkan dana, guna
keperluan daerah yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan rutin maupun
pembangunan daerah dan yang lain.

Menurut Siahaan (2016), Pendapatan Asli Daerah adalah suatu
pencapaian daerah yang diperoleh dari potensi pendapatan dalam daerahnya
sendiri yang diambil sesuai dengan aturan daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku didaerah tersebut.



11

Menurut Hasibuan (2017), Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu
indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk
meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Semakin besar PAD, maka
semakin mandiri daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan
pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan sendiri
perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban yang diperlukan
untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan ekonomi
yang nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah
dilarang:

a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi.

b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan
ekspor/import.

Menurut Dr. Machfud Sidik, MSc, tuntutan peningkatan pendapatan asli
daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Dalam penggalian
dan peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang

ditentukan, hal ini dapat disebabkan oleh:
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a. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daera
Sebagian besar penrimaan daerah masih berasal dari bantuan
pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyak bantuan dan
subsidi ini mengurangi ‘“usaha” daerah dalam pemungutan
pendapatan asli daerah (PAD), dan lebih mengandalkan kemampuan
“negosiasi” daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan
bantuan.
b. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung
dibebani oleh biaya pungutan yang besar.
c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah
Hal ini mengkibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat

berarti bagi daerah.

1.1.3 Retribusi Daerah

Menurut Devvi (2019), Retribusi Daerah adalah suatu pungutan yang
ditujukan kepada pemerintah dapat dipaksakan dan memperoleh jasa balik

secara langsung secara dipilih.

Menurut Yani (2018), Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang
dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan
jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen

Keuangan RI1 (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan



13

Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang relatif tetap perlu
mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk
kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih
besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

a. Ciri-ciri Retribusi Daerah
Adapun ciri-ciri Retribusi Daerah, yaitu:
1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-

jasa yang disiapkan negara.

b. Tujuan Pemungutan Retribusi Daerah
Adapun tujuan pemungutan retribusi daerah, yaitu:

1) Mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
2) Mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara

langsung kepada masyarakat.
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¢. Fungsi Retribusi Daerah

1) Sumber Pendapatan Dearah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang
termasuk dalamAPBD.

2) Stabilitas Ekonomi Daerah

Retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti
lapangan kerja, mengontrol harga pasar dan lain sebagainya, retribusi
ini mengatasi berbagai masalah di bidang ekonomi.

3) Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai pengatur
kegiatan ekonomi daerah oleh pemerintah daerah.

4) Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan
dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai
sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat

lebih terkontrol.

d. Tata Cara Pemungutan Retibusi Daerah

Pemungutan rertribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya
seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada
pihak ketiga. Namunn dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah
daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat
selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat

mengajak  bekerja sama badan-badan tertentu yang karena
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profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian

tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan

pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan
penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Tata cara untuk memungut retribusi daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 160, yaitu:

1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang bisa berupa karcis, kupon
atau kartu langganan.

2) Jika wajib retribusi tidak membayar (kurang membayar) ditempat dan
tidak dilunasi pada waktunya maka akan dikenakan sanksi sebesar 2%
setiap bulannya.

3) Retribusi terutang yang tidak kunjung dibayar akan ditagih menggunakan
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

4) Teknis pemungutan lebih lanjutnya ditentukan kepala daerah.

e. Objek Retribusi Daerah
Objek dari Retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang
dihasilkan terdiri dari:
1) Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

badan.



16

2) Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

3) Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas keinginan tertentu pemda dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

f. Jenis Retribusi Daerah
Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah
No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi
tiga, yaitu:
1) Retrubusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3
huruf a, retribusi jasa umum dibentuk berdasarkan kriteria berikut ini:
a) Retribusi Jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi Jasa
Usaha atau perizinan tertentu.
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka

pelaksanaan atas desentralisasi.
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9)

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)
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Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan
yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk kepentingan atau
kemanfaatan umum.

Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
mengenai penyelenggaraannya.

Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta
merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan
tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte

Catatan Sipil.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.

Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
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2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Krieria Retribusi Jasa Usaha adalah

a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi Jasa
Umum atau perizinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial disediakan
oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapat harta yang

dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
c) Retribusi Tempat Pelelangan.
d) Retribusi Terminal.
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
f)  Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggahan/Villa.
g) Retribusi Penyedotan Kakus.
h) Retribusi Rumah Potong Hewan.
i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
J) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air.

I) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.



3)

b)

a)
b)
c)
d)
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Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan
umum.

Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian

izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayi dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
Retribusi 1zin mendirikan Bangunan.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol.
Retribusi 1zin Gangguan.

Retribusi 1zin Trayek.
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g. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang
menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara
mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat pengguna jasa. Dengan demikian,
besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan
tingkat pengguna jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pasal 151 tentang tata cara perhitungan retribusi.

1) Tingkat Pengguna Jasa
Tingkat pengguna jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas
penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali
masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan
sebagainya. Akan tetapi, ada pula pengguna jasa yang tidak dapat dengan
mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu
ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasrkan atas luas tanah, luas
lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan
bangunan.
2) Tarif Retribusi Daerah
Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang
terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan
mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu,

misalnya perbedaaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa.
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Tarif retribusi ditinjau secara berkala dengan memperhatikan prinsip
dan sasaran penerapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk
mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan
objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling
lama lima tahun sekali.

3) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan
memperhatiakn prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar
golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan
Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan
sasaran penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

a) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah
dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa Yyang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

b) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama
untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang
dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan
diselenggarakan oleh swasta.

c) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan

pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen
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izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan
dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Diza (2009) prinsip dasar untuk mengenakan retribusi

biasanya didasarkan pada total cost dan pelayanan-pelayanan yang

disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat

pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap di bawah tingkat biaya

(full cost). Ada empat alasan utama mengapa hal ini terjadi:

a)

b)

d)

Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu public
good yang disediakan karena keuntungan Kkolektifnya, tetapi
retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya
retribusi air minum.

Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian
lagi merupakan good public. Misalnya tarif kereta api atau bus
disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan
umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
Pelayanan seluruhnya merupakan private good yang dapat disubsidi
jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan
menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi
dari kolam renang.

Private good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan
group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk

tunawisma.
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1.1.4 Retribusi Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1, wisata adalah
kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam
jangka waktu sementara. Menurut IUOTO (International Union of Travel
Organization) Wisatawan adalah orang yang melakukan kunjungan selama
lebh dari 24 jam di suatu tempat, dengan tujuan kunjungan untuk bersenang-
senang, olahraga, agam, berlibur, belajar, kesehatan, dan berdagang..
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
pemerintah dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan
kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara
serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,
pemerintah daerah, dan pengusaha.

Menurut Spillane (1994), walaupun banyak jenis wisata ditentukan
menurut motif tujuan perjalanan, dapat juga dibedakan adanya beberapa jenis
pariwisata khusus sebagai berikut:

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism)
Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang untuk mencari udara
segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin-tahunya, untuk

mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru,
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untuk menikmati keindahan alam, untuk mendapatkan ketenangan, dan
untuk mengetahui hikayat masyarakat setempat.
. Pariwisata untuk rekreasi (Recreation Tourism)

Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki
pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan
kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang ingin menyegarkan keletihan
dan kelelahannya.

. Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism)

Pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti
keinginan untuk belajar pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari
adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup rakyat negara lain, untuk
mengunjungi monumen bersejarah.

. Pariwisata untuk olahraga (Sport Tourism)

Pariwisata ini dibagi menjadi dua kategori yaitu: Big Sport Events
(pariwisata olahraga besar) dan Sporting Tourism Of The Practitioners.

. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (Business Tourism)

Dalam Business Tourism tersirat tidak hanya profesional trips yang
dilakukan kaum pengusaha atau industrialis, tetapi juga mencakup semua
kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalasi klinik yang bahkan menarik
orang-orang yang di luar profesi ini.

. Pariwisata untuk berkonvensi (Convention Tourism)
Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi,

simposium, sidang dan seminar internasional.
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Pariwisata atau Retribusi Tempat Rekreasi adalah pungutan atas
pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan dari retribusi pariwisata tersebut terdiri atas beberapa
subsektor. Subsektor pendapatan tersebut diantaranya, yaitu:

a. Retribusi tempat parkir khusus terdiri atas retribusi parkir pada objek wisata.
b. Retribusi Tempat Penginapan.

. Retribusi Tempat Rekreasi.
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Berikut ini penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

Nama dan - Variabel Model . .
No Tahun Judul Penelitian Penelitian Regresi Hasil Penelitian
Penelitian
1 Ismi Rahma | Analisis Variabel Model Dari hasil
Hasibuan Pendapatan Asli | Dependen (Y): | Regresi penelitian
(2017) Daerah (PAD) PAD Data Panel | variabel jumlah
Dar_l I_ndustrl_ Variabel wisata
Pariwisata di Independen berpengaruh
Provinsi (X): postif dan
Sumatera Utara ' signifikan
dan Faktor- Lama Inap terhadap PAD,
Faktor Yang Jumlah sedangkan
Mempengaruhin | \wisatawan dan variabel lama
ya Tingkat inap dan tingkat
Hunian hunian
berpengaruh
positif namun
tidak signifikan
terhadap PAD
2 Mohd. Kontribusi Pajak | Variabel Model Belum
Rangga Daerah dan Dependen (Y): | Regresi optimalnya PAD
Diza (2009) | Retribusi daerah | PAD Linier dari pajak dan
terhadap Variabel berganda | retribusi daerah di
Pendapatan Asli Independen pemerintahan
Daerah di (X): kabupaten atau
Provinsi ' kota Sumatera
Sumatera Utara | Pajak Daerah Utara
dan Retribusi
Daerah
3 Fernanda Analisis Variabel Model Dari hasil
Arraniry Pengaruh Sektor | Dependen (Y): | Regresi penelitian
(2018) Pariwisata PAD Data Panel | variabel jumlah
Terhadap . hotel dan produk
Pendapatan Asli ?(]?jrelgl;ﬁld en domestik
Daerah di (X): berpengaruh
Provinsi Nusa ' terhadap PAD
Tenggara Barat | Jumlah Hotel sedangkan
Jumlah variabel jumlah
Wisatawan wisatawan dan
) panjang jalan
Panjang Jalan
dan Produk
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Domestik tidak berpengaruh
Regional Bruto terhadap PAD.
Wiranti Kontribusi Pajak | Variabel Model Dari hasil
Arsita Hotel dalam Dependen (Y): | Regresi penelitian ini
(2015) meningkatkan PAD Linier bahwa pajak hotel
Pendapatan Asli . Sederhana | belum terlalu
Daerah di Kota Variabel berkontribusi
Independen
Medan (X): dalam
a meningkatkan
Pajak Hotel pendapatan asli
daerah
Muhammad | Analisis Variabel Model Belum adanya
Fadli (2018) | Pengelolaan Dependen (Y): | Regresi kesadaran
Pajak Daerah PAD Linier masyarakat untuk
Dan Retribusi | variabel Sederhana memba;_/ar p_ajak
Daerah Sebagai dan retribusi,
A Independen
Kontribusi . serta belum rata
(X):
Dalam _ para petugas
Peningkatan Pajak Daerah pemungut pajak
Pendapatan Asli | dan Retribusi dan retribusi
Daerah Di Daerah dalam memungut
Pemerintah Kota
Binjai

1.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori
dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak
daerah, retribusi daerah, BUMD, dan lain PAD yang sah. Meski terdiri dari 4
sumber hingga saat ini hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang menyumbang
secara signifikan terhadap total penerimaan PAD suatu daerah sementara sumber
yang berasal dari BUMD dan lain PAD yang sah masih belum berperan. Pajak
daerah dan retribusi daerah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan
perkembangan suatu perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun. Semakin
meningkatnya retribusi pariwisata, maka akan semakin meningkat pula pendapatan

asli daerah.




Kerangka Konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada:

7 Kabupaten di Kawasan Danau Toba
(Perpres Nomor 81 Tahun 2014)

Retribusi Pariwisata
(PP Nomor 66 Tahun 2001)

y

-

o

Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata
Pada 7 Kabupaten Yang Barada Di
Kawasan Danau Toba Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Sumatera Utara

~

J

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian
yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Artinya
penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada
data-data numerik (angka) yang diolah dengan menggunakan metode penelitian ini,

akan diperoleh hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti (Azwar:2004)

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di JlI. Serbaguna No.10,
Kecamatan Medan Helvetia. Waktu penelitian ini direncanakan dari bulan
Desember 2019 hingga bulan April 2020. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel

rencana penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.1. Jadwal Rencana Penelitian

Bulan

Aktivitas Desember | Januari |Februari| Maret | April | pmei | Juni | Juli |Agustus September|Oktober
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020

Riset awal/Pengajuan
Judul

Penyusunan Proposal

Perbaikan Proposal

Seminar Proposal

29
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Pengumpulan Data

Pengolahan dan Analisis
Data

Penyusunan Skripisi

Bimbingan Skripsi

Sidang Meja Hijau

1.3 Definisi Operasional Variabel

1.3.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Retribusi Pariwisata

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.Definisi Operasional

Nama Variabel

Definisi

Retribusi Pariwisata

Pungutan atas pemakaian tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan
dikelola daerah (Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009)

Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

Suatu penerimaan daerah dari berbagai usaha
penerimaan daerah untuk mengumpulkan dana,
guna keperluan daerah yang bersangkutan untuk
membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan
daerah dan yang lain (Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 Pasal 6)
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1.4 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data
1.4.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017), Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah tempat pariwisata di 7
Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba.

Menurut Sugiyono (2016), Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan
sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel
bertujuan (purposive sampling), yaitu dilakukan dengan mengambil sampel
dari populasi berdasarkan criteria tertentu menurut Jogiyanto (2004).Adapun
pertimbangan yang ditentukan penulis dalam menentukan Sampel dalam
penelitian ini, yaitu:

a. Laporan Realisasi APBD Sumatera Utara

b. Laporan Keuangan Retribusi Tempat Penginapan yang dikelola

olen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berada pada
kabupaten yang ada dikawasan Danau Toba.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka pemerintahan kabupaten yang
menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 7 Kabupaten yang

tercantum di bawah ini.



Tabel 3.3.Daftar Pemerintah Kabupaten

No.

Pemerintah Kabupaten

1

Kabupaten Samosir

Kabupaten Dairi

Kabupaten Karo

Kabupaten Humbang

Hansudutan

Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Toba Samosir

Kabupaten Simalungun

1.4.2 Jenis dan Sumber Data
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Menurut Umar (2015), Data sekunder merupakan data primer yang telah

diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan

sebagainya, sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak lain.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban

ini masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud itulah dibutuhkan

pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data eksternal. Data eksternal
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adalah data yangdicari secara manual dengan cara mendapatkannya dari luar

perusahaan. (Umar:2015).

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui:
1. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperolen dengan
menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian
2. Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di
tempat penelitian. Hasil pengamatan digunakan peneliti sebagai informasi

tambahan dalam penelitian.

1.6 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan dengan melakukan
analisis kontribusi dan membandingkan target dan realisasi retribusi pariwisata dan

pendapatan asli daerah.

1.6.1 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
kontribusi yang dapat diberikan dari penerimaan retribusi pariwisata terhadap
pendapatan asli daerah di Pemda Sumatera Utara. Perbandingan yang
digunakan ialah jumlah penerimaan retribusi pariwisata terhadap jumlah
pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi

adalah:

— QXn 0
Pn—QYnX 100%
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Keterangan:
Pn = Kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah
QXn = Jumlah penerimaan retribusi pariwisata

QYn =Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

Tabel 3.4.Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria
0,00 — 10% Sangat Kurang
10,10 — 20% Kurang
20,10 — 30% Sedang
30,10 — 40% Cukup Baik
40,10 - 50% Baik
Diatas 50% Sangat Baik

Tingkat kontribusi  retribusi  pariwisata ditentukan dengan

menggunakan Kriteria persentase sebagai berikut:

a. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah
dengan persentase 0,00% - 10%, dikatakan dengan tingkatan “Sangat
Kurang”.

b. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah
dengan persentase 10,10% - 20%, dikatakan dengan tingkatan “Kurang”.

c. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah

dengan persentase 20,10% - 30%, dikatakan dengan tingkatan “Sedang”.
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d. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah
dengan persentase 30,10% - 40%, dikatakan dengan tingkatan “Cukup
Baik”.

e. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah
dengan persentase 40,10% - 50%, dikatakan dengan tingkatan “Baik”.

f. Apabila kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah

dengan persentase diatas 50%, dikatakan dengan tingkatan “Sangat Baik™.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

1.1.1 Gambaran Umum Sumatera Utara

Sumber :Google Search/Peta Sumatera Utara
Gambar 4.1.Peta Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara terletak : 1°- 4° LintangUtara dan 89°-100°
Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:
Utara = Aceh dan Selat Malaka
Selatan = Riau, Sumbar dan Samudera Indonesia
Barat = Provinsi NAD dan Samudera Indonesia
Berdasarkan pada letak geogerafisnya Provinsi Sumatera Utara
merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi yang strategis pada jalur
pelayanan selat malaka yang dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan
Thailand.Karena terletak dengan garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara

tergolong beriklim tropis.

36
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Tabel 4.1.Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera

Utara
No Kabupaten/Kota | Luas (Km?)
Kabupaten
1 | Nias 1.842,51
2 | Mandailing Natal 6.134,00
3 | Tapanuli Selatan 6.030,47
4 | Tapanuli Tengah 2.188,00
5 | Tapanuli Utara 3.791,64
6 | Toba Samosir 2.328,89
7 | Labuhan Batu 2.156,02
8 | Asahan 3.702,21
9 | Simalungun 4.369,00
10 | Dairi 1.927,80
11 | Karo 2.127,00
12 | Deli Serdang 2.241,68
13 | Langkat 6.262,00
14 | Nias Selatan 1.825,20
15 | Humbang Hansudutan 2.335,33
16 | Pakpak Barat 1.218,30
17 | Samosir 2.069,05
18 | Serdang Bedagai 1.900,22
19 | Batu Bara 922,20
20 | Padang Lawas Utara 3.918,05
21 | Padang Lawas 3.892,72
22 | Labuhan Batu Selatan 3.570,98
23 | Labuhan Batu Utara 1.202,78
24 | Nias Utara 473,73
25 | Nlas Barat 360,25
Kota
26 | Siblga 41,31
27 | Tanjungbalai 107,83
28 | Pematang Siantar 55,66
29 | Tebing Tinggi 31,00
30 | Medan 265,00
31 | Binjai 59,19
32 | Padangsidempuan 114,66
33 | Gunungsitoli 280,78
Sumatera Utara 72.981,23

Sumber : Wikipedia/Daftar Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

1.1.2

Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Yang Terpilih

a. Kondisi Geografis Kabupaten Yang Terpilih
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Berikut adalah luas masing-masing kabupaten yang terpilih menjadi

obyek penelitian di Sumatera Utara yang terdiri dari 7 kabupaten yaitu

antara lain: Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo,

Kabupaten Humbang Hansudutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten

Simalungun, dan Kabupaten Toba Samosir. Dimana 7 kabupaten ini

memiliki kondisi luas geografis yang berbeda-beda di setiap kabupaten

masing-masing.

Tabel 4.2.LLuas Masing-Masing Kabupaten Yang Terpilih di Sumatera

Utara
No Kabupaten/Kota Luas (Km?)
Kabupaten
1 | Samosir 2.069,05
2 | Dairi 1.927,80
3 | Karo 2.127,00
4 | Humbang Hansudutan 2.335,33
5 | Tapanuli Utara 3.791,64
6 | Toba Samosir 2.328,89
7 | Simalungun 4.369,00
Total 18.948,71

Apabila dilihat dari table 4.2 yang menunjukka luas masing-masing

kabupaten yang terpilih menjadi obyek penelitian yang ada di wilayah

Sumatera Utara, dapat dilihat bahwa luas total wilayah yang diteliti

hanyalah 18.948,71 Km? dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Utara.

b. Tempat Penginapan Berdasarkan Kabupaten Yang Di Kelola

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.3. Tempat Penginapan Berdasarkan Kabupaten
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No | Kabupaten Tempat Penginapan
1 | Tapanuli Utara -Mess Tarutung
2 | Karo -Mess Barus

-Mess Gundaling Brastagi
-Mess Sempurna Brastagi

3 | Toba Samosir -Mess Balige
-Mess Parsoburan

-Mess Pora-Pora Parapat

4 | Humbang Hansudutan

5 | Dairi -Mess Sidikalang

6 | Samosir -Mess Aek Rengat Samosir
7 | Simalungun -Mess Haranggaol

-Mess Harangguan Bolon

-Mess Marihat Parapat

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera
Utara

Tabel diatas menjelaskan tempat penginapan berdasarkan kabupaten
yang terpilih untuk diteliti.Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 1 tempat
penginapan Yyaitu Mess Tarutung.Kabupaten Karo memiliki 3 tempat
penginapan yaitu Mess Barus, Mess Gundaling Brastagi, dan Mess
Sempurna Brastagi.Kabupaten Toba Samosir memiliki 3 tempat penginapan
yaitu Mess Balige, Mess Parsoburan, dan Mess Pora-Pora
Parapat.Kabuapten Humbang Hansudutan tidak memiliki tempat
penginapan.Kabupaten Dairi memiliki 1 tempat penginapan yaitu Mess
Sidikalang.Kabupaten Samosir memiliki 1 tempat penginapan yaitu Mess
Aek Rengat Samosir.Kabupaten Simalungun memiliki 3 tempat penginapan
yaitu Mess Haranggaol, Mess Harangguan Bolon, dan Mess Marihat

Parapat.



40

1.1.3 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Sumatera Utara (BPPRDSU)

Pada mulanya Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam
koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/11/GSU
tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda
Tingkat | Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/11/GSU (Sebagai
tindaklanjut Surat Keputusan menteri Dalam Negeri RI tanggal 7 November
1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub
Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat
Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No.KUPD 3/12/43
tertanggal 1 September 1975 tentang “Pembentukan Dinas Pendapatan
Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia”.Direktorat Pendapatan Daerah berubah
menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976
(mulai berlaku tanggal 1976).

Sebagai tindaklanjut dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31
Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Institusi teknis yang membantu
Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu Dinas tersebut adalah Dinas

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (DIPENDASU). Mengingat luasnya
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wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera
Utara maka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksinya maka
dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang
dinas).

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Revolusi wajah ini terjadi
sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor6 Tahun 2016 pada tanggal 20
Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal
27 Desember 2016. Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah resmi
berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan nama BPPRD.

Perubahan nama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. BPPRD tetap
menjalankan fungsi dan tugasnya seperti Dispenda dimasa lalu, yakni menjadi
penyelenggara fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
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1.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Sumatera Utara (BPPRDSU)
Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah
Sumatera Utara terdiri dari:
a. Kepala Badan
b. Sekretari, terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan informasi Publik
c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan, terdiri dari:
1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah
3) Sub Bidang Hukum dan Publikasi
d. Bidang pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, terdiri dari:
1) Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
2) Sub Bdiang Keberatan dan Snegketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor
3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
e. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak

Rokok, terdiri dari:
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1) Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor dan Pajak Rokok

2) Sub Bidang Keberatan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok

3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajai Air Permukaan, Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari:

1) Sub Bidang Retribusi

2) Sub Bidang Pendapatan Lainnya

3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan
Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.5 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Sumatera Utara (BPPRDSU)

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara memiliki

tugas pokok, yaitu:

a. Kepala Badan

1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan

2) Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pengembangan
pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya

3) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan

kebijakan umum Pemerintah Daerah
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4) Menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kesektariatan,
perencanaan dan pengembangan, pajak dan retribusi daerah serta
pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan UPT

5) Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi
kepada Gubernur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pendapatan
lainnya dan pelayanan umum sebagai bahan penetapan kebijakan
pemerintah daerah

6) Menyelenggarakan koordinasi perangkat daerah yang berkaitan dengan
pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya

7) Menyelenggarakan fasilitas dan kerjasama dengan instansi, unit kerja,
swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan

kegiatan Badan

. Sekretariat

1) Menyelenggarakan pengkaji program kerja Sekretariat

2) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

3) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan

4) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi program, akuntabilitas dan
informasi publik

5) Menyelenggarakan penatausahaan administrasi pendapatan dan belanja

6) Menyelenggarakan rumah tangga Badan

7) Menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan

8) Menyelenggarakan administrasi perkantor
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9) Menyelenggarakan fasilitas pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan sarana
dan prasarana perkantoran
10) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan
11) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerjan terkait
12) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

1) Menyelenggarakan pengkaji program kerja Bidang Pengembangan dan
Pengendalian

2) Menyelenggarakan pengkaji bahan kebijakan perencanaan dan
pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya,
evaluasi dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta
pendapatan lainnya, hukum dan publikasi

3) Menyelenggarakan koordinasi pengkaji bahan kebijakan perencanaan
dan pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya,
evaluasi dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta
pendapatan lainnya, hukum dan publikasi

4) Menyelenggarakan fasilitas evaluasi, pengendalian dan pembinaan pada
UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi kesektariatan,
pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya

5) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan



6)

7)

8)

9)
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Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan target penerimaan pajak
dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya

Menyelenggarkan pelaporan dan evaluasi kegiatan  bidang
pengembangan

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

d. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Menyelenggarakan pengkajian program kerja bldang Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Menyelenggarakan pengkaji bahan kebiajakan teknis pembuatan
rekapitulasi penetapan dan realisasi penerimaan pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

Menyelenggarakan pengkaji bahan oenyelesaian keberatan dan
sengketa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor

Menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
Menyelenggarakan pengkaji bahan pembinaan dan fasilitas pembukuan
dan pelaporan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor

Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan
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8)

9)
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Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak

Rokok

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Menyelenggarakan pengkaji program kerja Bidang Pajak Air
Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok
Menyelenggarakan pengkaji bahan kebijakan teknis pembuatan
rekpitulasi penetapan dan realisasi penerimaan pajak air permukaan,
pajak bahan bakar kendaraan dan pajak rokok

Menyelenggarakan pengkaji bahan penyelesaian keberatan dan
sengketa pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak
rokok

Menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelopran pajak air
permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak rokok
Menyelenggarakan pengkaji bahan pembinaan dan fasilitas pembukuan
dan pelaporan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan
pajak rokok

Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan

Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pajak Air

Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok
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9)
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Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan pokok dan fungsinya

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Menyelenggarakan pengkaji program kerja Bidang Retribusi dan
Pendapatan Lainnya

Menyelenggarakan pengkaji bahan kebijakan teknis bidang retribusi
daerah dan pendapatan lainnya

Menyelenggarakan pengkaji bahan petunjuk teknis pengeleolaan
retribusi daerah, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan
retribusi dan pendapatan lainnya

Menyelenggarakan pengkaji bahan pembinaan dan fasilitas pengelolaan
retribusi daerah, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan
retribusi dan pendapatan lainnya

Menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan, retri busi
daerah dan pendapatan lainnya

Menyelenggarakan konsultasi dan rekonsiliasi pengelolaan pemungutan
retribusi daerah, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan
retribusi dan pendapatan lainnya dengan Organisasi Perangkat Daerah,
Pengelola, Instansi Pusat dan Kabupaten/Kota

Menyelenggarakn telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan

Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Retribusi

dan Pendapatan Lainnya
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9) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

10) Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.
I KEPALA BADAN

|
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN ,
DAN AKUNTABILITAS DAN
INFORMASI PUBLIK

I T I
BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG BIDANG BIDANG RETRIBUSI DAN

DAN PENGENDALIAN PKB/BENKB PAP, PBEKE DAN PAJAK PENDAPATAN LAINNYA
ROKOK

T SUB BIDANG TEKNIS SUB BIDANG SUB BIDANG
Al PKEB DAN BENKE TEKNIS PAP, PBBKB DAN RETRIBUSI
PENDAPATAN DAERAH PAJAK ROKOK

SUB BIDANG EVALUASI SUB BIDANG SUB BIDANG  KEBERATAN SUB BIDANG PENDAPATAN
DAN PENGENDALIAN KEBERATAN DAN SENGKETA DAN SENGKETA PAP, PBBKB LAINNYA
PENDAPATAN DAERAH P K DAN PAJAK ROKOK

SUB BIDANG HUKUM SUB BIDANG SUB BIDANG PEMBUKUAN SUB BIDANG PEMBUKUAN
DAN PUBLIKAS! PEMBUKUAN DAN DAN PELAPORAN PAP, DAN PELAPORAN RETRIBUSI
PELAPORAN PKB/BENKE PBBKE DAN PAJAK ROKOK IDAN PENDAPATAN LAINNYA

UPT PUSAT DUKUNGAN UPT PENGELOLAAN UPT PENYULUHAN
OPERASIONAL LAYANAN PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN DAERAH

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Sumatera Utara

Gambar 4.2.Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Sumatera Utara

1.1.6 Perkembangan Retribusi Pariwisata (Tempat Penginapan) di
Pemerintahan Sumatera Utara

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undangan No.34
Tahun 2004, Sumatera Utara berhak melakukan pemungutan terhadap beberapa
retribusi, salah satunya adalah Retribusi tempat Penginapan.

Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa objek retribusi adalah pembayaran
atas fasilitas yang disediakan tempat penginapan, subjek retribusi adalah orang
pribadi atau badan yang melakukan pembayaran. Dilihat dari perkembangan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) drai sektor Retribusi Pariwisata

(Tempat Penginapan) selama 2 (dua).
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Pariwisata (Tempat

Penginapan) Sumatera Utara pada tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 4.4 .Perkembangan Retbusi Pariwisata (Tempat Penginapan)
Sumatera Utara

Penerimaan Tempat Penginapan
No | Kabupaten Tempat Penginapan (Rp)
2017 2018
Tapanuli
1 -Mess Tarutung Rp60.500.000 Rp70.750.000
Utara
-Mess Barus Rp6.100.000 Rp7.100.000
-Mess Gundaling
Rp63.250.000 Rp79.950.000
2 | Karo Parsoburan
-Mess Sempurna Brastagi | Rp44.500.000 Rp27.650.000
Total Rp113.850.000 | Rp113.800.000
Tob -Mess Balige Rp24.600.000 Rp31.850.000
oba
3 ) -Mess Parsoburan Rp2.900.000 Rp1.800.000
Samosir
-Mess Pora-Pora Parapat | Rp390.850.000 | Rp553.500.000
Total Rp418.350.000 | Rp553.500.000
Humbang
4 RpO RpO
Hansudutan
5 | Dairi -Mess Sidikalang Rp25.900.000 Rp28.100.000
] -Mess Aek Rengat
6 | Samosir ) RpO RpO
Samosir
-Mess Haranggaol Rp5.250.000 Rp9.100.000
_ -Mess Harangguan Bolon | Rp23.500.000 Rp25.550.000
7 | Simalungun i
-Mess Narihat Parapa Rp46.050.000 Rp40.000.000
Total Rp 74.800.000 | Rp74.650.000
Total Rp693.400.000 | Rp840.800.000

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara
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Tabel diatas menjelaskan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dengan
jumlah penginapan 1 yaitu Mess Tarutung memperoleh penerimaan
retribusinya pada tahun 2017 adalah RP60.500.000, sedangkan pada tahun
2018 adalah Rp.70.750.000.

Pada Kabupaten Karo dengan jumlah penginapan 3 yaitu Mess Barus,
Mess Gundaling Parsoburan, dan Mess Sempurna Brastagi memperoleh
penerimaan retribusinya pada tahun 2017 adalah Rp113.850.000, sedangkan
pada tahun 2018 adalah Rp113.800.000.

Pada Kabupaten Toba Samosir dengan jumlah penginapan 3 yaitu Mess
Balige, Mess Parsoburan, dan Mess Pora-Pora Parapat memperoleh penerimaan
retribusinya pada tahun 2017 adalah Rp418.350.000, sedangkan pada tahun
2018 Rp553.500.000.

Pada Kabupaten Humbang Hansudutan tidak memiliki penginapan dan
Kabupaten Samosir dengan jumlah penginapan 1 yaitu Mess Aek Rengat
Samosir tidak memperoleh penerimaan retribusi pada tahun 2017 dan 2018.

Pada Kabupaten Dairi dengan jumlah penginapan 1 vyaitu Mess
Sidikalang memperoleh penerimaan retribusinya pada tahun 2017 adalah
Rp25.900.000, sedangkan pada tahun 2018 adalah Rp28.100.000.

Pada Kabupaten Simalungun dengan jumlah penginapan 3 yaitu Mess
Haranggaol, Mess Harangguan Bolon, dan Mess Narihat Parapa memperoleh
penerimaan retribusinya pada tahun 2017 adalah Rp74.800.000, sedangkan

pada tahun 2018 adalah Rp74.650.000.
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Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan retribusi
pariwisata (tempat penginapan) dari tahun 2017-2018 meningkat dalam tiap
tahunnya dengan penjelasan sebagai berikut: berdasarkan keseluruhan pada
tahun 2018 penerimaan tempat penginapan adalah Rp840.800.000 mengalami
kenaikan hingga selisih Rp147.400.000, dibandingkan tahun 2017 penerimaan
tempat penginapannya adalah Rp693.400.000.

Namun berdasarkan penerimaan per kabupaten, pada kabupaten karo
mengalami penurunan dengan selisih Rp50.000 dan kabupaten simalungun juga
mengalami penurunan dengna selisih Rp150.000. Adapun kabupaten yang
mengalami kenaikan yaitu, kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan
dengan selisih hingga Rp10.250.000. Pada kabupaten Toba Samosir juga
mengalami kenaikan dengan selisih hingga Rp168.800.000. Pada kabupaten
Dairi juga mengalami kenaikan dengan selisih hingga Rp2.200.000. Sedangkan
kabupaten yang tidak menerima pemasukan retribusi yaitu kabupaten Samosir

dan Humbang Hansudutan.

4.1.7 Perhitungan Kontribusi Retribusi Pariwisata di Pemerintahan

Sumatera Utara

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan
dari penerimaan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
di Sumatera Utara, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara, dengan membandingkan
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hasil analisis tersebut dari tahun ketahun selama 2 tahun akan mendapatkan
hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui
kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun, sehingga dapat
membuktikan peranan retribusi pariwisata mempunyai kontribusi yang besar
atau kecil terhadap pendapatan asli daerah pada Sumatera Utara.

Apabila pengaruh kenaikan kontribusi retribusi pariwisata terhadap
pendapatan asli daerah semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan
PAD hal ini akan membawa dampak yang baik bagi PAD. Bila yang terjadi
sebaliknya maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha untuk
meningkatkan PAD melalui pajak daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan
yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri.Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintahan daerah diharapkan
lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenubhi
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui
Pendapatan Asli daerah.

Adapun kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli

Daerah dapat dilihat pada tabel dibawabh ini.

Tabel 4.5.Kontribusi Retribusi Pariwisata Per Kabupaten Terpilih
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2017

Retribusi PAD Sumatera o
o Kontribusi
Kabupaten Pariwisata Utara
(%)
(Rp) (Rp)

Tapanuli
Ut Rp 60.500.000 | Rp5.361.456.694.693 | 0,0011%
ara
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Karo Rp 113.850.000 | Rp 5.361.456.694.693 | 0,0021%
Toba

_ Rp 418.350.000 | Rp 5.361.456.694.693 | 0,0078%
Samosir
Humbang

RpO Rp 5.361.456.694.693 | O

Hansudutan
Dairi Rp 25.900.000 Rp 5.361.456.694.693 | 0,0004%
Samosir RpO Rp 5.361.456.694.693 | 0
Simalungun | Rp 74.800.000 Rp 5.361.456.694.693 | 0,0014%

Perhitungan kontribusi retribusi pariwisata terhadap

pendapatan asli

daerah (PAD) Sumatera Utara pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.6.Perhitungan Kontribusi Tahun 2017

No. | Kabupaten Perhitungan
p | Tl o RPOOS00.000 6000 0011
Utara "= Rp 5.361.456.694.693 o= 0
5 Toba Pp = Rp 418.350.000 « 100% = 0.0078%
Samosir "= Rp 5.361.456.694.693 0= 0
3 | K p Rp 113.850.000 009 = 0,0021%¢
aro = —0,
"= Rp 5.361.456.694.693 0 °
A Humbang b RpO 100% = 0%
= X =
Hansudutan "= Rp 5.361.456.694.693 0=
5 | Dairi p Rp 25.900.000 594 = 0,0004%
alrl = =V,
"= Rp 5.361.456.694.693 0 °
6 | Samosir Pn = RpO X 100% = 0%
Rp 5.361.456.694.693 0T ER
7 | simal __ Rp 74800090 0096 = 0,0014%
Imatingun - N = B0 5.361.456.694.693 o= DURLA
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Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi pada tahun 2017 per tingkat
kabupaten yaitu, kontribusi kabupaten Tapanuli Utara adalah 0,0011%,
kontribusi kabupaten Karo adalah 0,0021%, kontribusi kabupaten Toba
Samosir adalah 0,0078%, kontribusi kabupaten Humbang Hansudutan adalah
0% dikarenakan retribusi yang diterima tidak ada, kontribusi kabupaten Dairi
adalah 0,0004%, kontribusi kabupaten Samosir adalah 0% dikarenakan retribusi

yang diterima tidak ada, dan kontribusi kabupaten Simalungun adalah 0,0014%.

Tabel 4.7.Kontribusi Retribusi Pariwisata Per Kabupaten Terpilih
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2018

Retribusi PAD Sumatera o
o Kontribusi
Kabupaten Pariwisata Utara
(%)
(Rp) (Rp)
Tapanuli
Rp 70.750.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0012%
Utara
Karo Rp 113.800.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0019%
Toba
_ Rp 553.500.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0094%
Samosir
Humbang
RpO Rp 5.861.237.725.098 | 0
Hansudutan
Dairi Rp 28.100.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0004%
Samosir RpO Rp 5.861.237.725.098 |0
Simalungun | Rp 74.650.000 | Rp 5.861.237.725.098 | 0,0013%

Perhitungan kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli

daerah (PAD) Sumatera Utara pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.8.Perhitungan Kontribusi Tahun 2018
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No. | Kabupaten Perhitungan
p | TRl RRTOT0000 00— g0012%
Utara "= Rp 5.861.237.725.098 0= 0
Toba Rp 553.500.000
2 Pn x 100% = 0,0094%

Samosir ~ Rp 5.861.237.725.098

Rp 113.800.000

3 |Karo P = Rp5.861.237.725.008 © 100% = 0,0019%
g | Humbang Pn = Rp 0 x 100% = 0%
Hansudutan Rp 5.861.237.725.098
5 | Dairi pn = — P 28100000 ) 0500 — 000049
Rp 5.861.237.725.098
6 Samosir Pn = Rp 0 X 100% = 0%
Rp 5.861.237.725.098
Rp 74.650.000

7 Simalungun | Pn X 100% = 0,0013%

~ Rp 5.861.237.725.098

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi pada tahun 2018 per tingkat
kabupaten yaitu, kontribusi kabupaten Tapanuli Utara adalah 0,0012%,
kontribusi kabupaten Karo adalah 0,0019%, kontribusi kabupaten Toba
Samosir adalah 0,0094%, kontribusi kabupaten Humbang Hansudutan adalah
0% dikarenakan penerimaan retribusi tidak ada, kontribusi kabupaten Dairi
adalah 0,0004%, kontribusi kabupaten Samosir adalah 0% dikarenakan
penerimaan retribusi tidak ada, kontribusi kabupaten Simalungun adalah
0,0013%.

Bila dilihat dari tabel diatas tingkat kontribusi retribusi pariwisata per
kabupaten terhadap pendapatan asli daerah relatif sangat rendah dari tahun
2017-2018 namun penerimaan retribusi pariwisata berpengaruh terhadap
pendapatan asli daerah Sumatera Utara. Kabupaten yang mengalami

peningkatan yaitu kabupaten Tapanuli Utara dengan persentase peningkatan
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0,0001% dan kabupaten Toba Samosir dengan persentase peningkatan
0,0016%. Sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan yaitu kabupaten
Karo dengan persentase penurunan 0,002% dan kabupaten Simalungun dengan
persentase penurunan 0,001%. Kabupaten yang stabil yaitu kabupaten Dairi
dengan persentase 0,004%.Kabupaten yang tidak bisa memberikan persentase
kontribusi yaitu kabupaten Humbang Hansudutan dan kabupaten Samosir
karena kabupaten tersebut tidak menerima retribusi pariwisata (tempat

penginapan).

1.2 Pembahasan
1.2.1 Peranan Retribusi Pariwisata Dalam Meingkatkan Pendapatan

Asli Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa pengembangan
wisata di Danau Toba khususnya pada tempat penginapan berpotensi untuk
dilakukan pengembangan guna meningkatkan kontribusi PAD yang masih
kecil.Pendapatan retribusi pariwisata sangat dipengaruhi oleh jumlah
pengunjung. Semakin besar jumlah pengunjung maka pendapatan retribusi
pariwisata juga akan ikut naik.

Berdasarkan hasil penelitian ini penerimaan retribusi pariwisata pada
kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba mengalami kenaikan daritahun
2017 sampai dengan 2018. Pada tahun 2017 penerimaan retribusi pariwisatanya
adalah Rp 693.400.000 dengan persentase kontribusi terhadap pendapatan asli

daerah Sumatera Utara 0,013%, sedangkan tahun 2018 penerimaan retribusi
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pariwisatanya adalah Rp 840.800.000 dengan persentase kontribusi terhadap
pendapatan asli daerah Sumatera Utara 0,014%. Artinya kontribusi retribusi
pariwisata pada 7 kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba terhadap
pendapatan asli daerah Sumatera Utara 0,001%.

Kabupaten dengan persentase kontribusi tertinggi yaitu kabupaten Toba
Samosir, dengan banyaknya tempat penginapan yang dimiliki pemerintah
daerah sehingga penerimaan atas retribusi tinggi.Dan faktor geografi yang
berada dipinggir Danau Toba menyebabkan banyak wisatawan yang
berkunjung dan menginap di daerah kabupaten Toba Samosir.Sedangkan
kabupaten dengan kontribusi terendah yaitu kabupaten Humbang Hansudutan
dan Samosir.Pada kabupaten Humbang Hansudutan tidak adanya tempat
penginapan yang dimiliki pemerintah daerah disana menyebabkan penerimaan
retribusinya tidak ada.Pada kabupaten Samosir, walaupun adanya tempat
penginapan yang dimiliki pemerintah daerah tetapi jarak tempuh yang harus

menyebrang dengan kapal menjadi faktor tidak ada nya penerimaan retribusi.

1.2.2 Faktor Pendorong Pengembangan
Adapun faktor yang mendorong kunjungan wisatawan ke Danau Toba
adalah sebagai berikut:
a. Potensi Alam
Alam yang masih asli dan indah yang didukung dengan
suasana pedesaan memberikan udara yang sejuk dan bersih
membuat nyaman bagi wisatawan. Dengan adanya sumber air yang

memilki debit sangat besar dengan kepadatan vegetasi yang
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beragam serta lingkungan pedesaan yang dimiliki Danau Toba jadi
pendorong dalam pengembangan dan menjadi keunikan serta

keunggulan tersendiri bagi Danau Toba.

b. Sumber Air yang Melimpah

C.

e.

Danau Toba mempunyai sumber mata air yang jernih dan
melimpah yang menjadi potensi unggulan obyek tersebut.Danau
Toba ini, selain berfungsi sebagai tempat wisata alam juga sebagai
tempat bagi penduduk setempat yang mempunyai mata pencahrian
sebagi nelayan dimana mereka biasa menjala ikan yang cukup
melimpah dan budidaya ikan.

Suasana Danau Toba yang Memberikan Kenyamanan

Danau Toba merupakan tempat wisata yang memberikan
kenyamanan dan kesejukan.Ketika masuk ke kawasan Danau Toba
maka Kita diberikan pemandangan yang indah seperti danau terbesar
di Asia Tenggara, bukit-bukit yang mengelilingi Danau oba, suasana
hijau, teduh dengan pepohonan yang membuat mata tak bosan untuk
mandangnya dan gardu pandang yang ada di lokasi Danau Toba.
Kulturasi yang Masih Terjaga

Adat istiadat suku Batak yang masih terjaga kelestariannya,
memberikan suasana yang berbeda dengan tempat yang lain. Sehingga
wisatawan penasaran dengan adat yang telah terjaga kelestariannya
hingga saat ini oleh sebab itu wisatawan berkunjung untuk berwisata.

Destinasi Objek Wisata yang Beragam
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Beragam destinasi yang berada dikawasan Danau Toba,
menambah faktor pendukung banyaknya jumlah wisatawan yang
berkunjung. Contohnya: Rumah Bolon, Batu Gantung, Pertunjukan

Sigale-gale, dan lain sebagainya.

4.2.3 Faktor Penghambat Pengembangan
Adapun faktor penghambat pengembangan wisata Danau Toba antara
lain:
a. Sarana Prasarana yang kurang memadai di Danau Toba
Keterbatasannya sarana prasarana di Danau Toba termasuk
dalam penghambat dalam pengambangannya, seperti jalan yang
kurang memadai dan jalan yang rusak sehingga wisawatan enggan

kesana.

b. Jauhnya Jarak Danau Toba dari Ibu Kota Sumatera Utara dan Bandara
Jarak yang memerlukan waktu tempuh tidak sebentar dari

Medan, juga menjadi penghambat yang memerlukan waktu 4-5 jam.
Serta jarak Bandara Internasional yang merupakan akses wisatawan
asing ataupun domestik masuk ke Sumatera Utara juga penghambat

dalam pengembangan wisata Danau Toba.
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Limbah dari KJA sangat menggangu kelestarian Danau Toba
Limbah yang berasal dari Keramba jarung Apung (KJA)
milik masyarakat dan perusahaan-perusahaan besar, antara lain PT

Japfa dan PT Aguafarm.

Tidak terjaganya kebersihan
Kurang terjaganya kebersihan yang berada dikawasan
menyebabkan wisatawan juga enggan berkunjung, sehingga
pengembangan destinasi Danau Toba kurang berjalan.
Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi
Penduduk disekitar Danau Toba kurang berpartisipasi dalam
pengembangan, sehingga pemerintah kurang memahami bagaimana

situasi disekitar penduduk.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai Kontribusi Retribusi
Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara
dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan retribusi pariwisata pada 7 kabupaten di kawasan Danau Toba
dari tahun 2017 sampai dengan 2018 meningkat dalam tiap tahunnya
berdasarkan keseluruhan, pada tahun 2018 pnerimaan retribusi pariwisata
Rp 840.800.000 mengalami kenaikan hingga selisih Rp 147.400.000
dibandingkan tahun 2017 penerimaan retribusi pariwisata Rp 693.400.000.

2. Penerimaan retribusi pariwisata per kabupaten mengalami peningkatan dan
penurunan. Kabupaten yang mengalami peningkatan pada penerimaan
retribusi pariwisata adalah  kabupaten Tapanuli Utara dengan selisih
Rp10.250.000, kabupaten Toba Samosir dengan selisih Rp 168.800.000, dan
kabupaten Dairi dengan selisih Rp 2.200.000. Sedangkan kabupaten yang
mengalami penurunan pada penerimaan retribusi pariwisata adalah
kabupaten Karo dengan selisih Rp 50.000 dan kabupaten Simalungun
dengan selisih Rp 150.000. Kabupaten yang tidak menerima pemasukan
retribusi yaitu kabupaten Samosir dan kabupaten Humbang Hansudutan.

3. Tingkat kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah
Sumatera Utara secara keseluruhan vyaitu, pada tahun 2017 dengan

persentase 0,013%. Sedangkan pada tahun 2018 dengan persentase 0,014%.
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4. Tingkat kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah

5.2

relatif sangat rendah dari tahun 2017 sampai dengan 2018, namun
penerimaan retribusi pariwisata berpengaruh pada tinggi rendahnya
pendapatan asli daerah Sumatera Utara. Kabupaten yang mengalami
peningkatan yaitu kabupaten Tapanuli Utara dengan persentase peningkatan
0,0001% dan kabupaten Toba Samosir dengan persentase peningkatan
0,0016%. Sedangkan kabuapten yang mengalami penurunan yaitu kabupaten
Karo dengan persentase penurunan 0,002% dan kabupaten Simalungun
dengan persentase 0,004%. Kabupaten yang tidak bias memberikan
persentase kontribusi yaitu kabupaten Humbang Hansudutan dan kabupaten
Samosir .Dapat dikatakan bahwa kabupaten yang besar kontribusinya
diantara 7 kabupaten tersebut pada tahun 2017-2018 adalah kabupaten Toba

Samosir.

. Dalam penelitian ini, faktor pendorong yang mempengaruhi kategori sangat

tinggi adalah panorama alam yang indah, sejuk dan masih asli serta suasana
di kawasan Danau Toba yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung
yang menginap. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sarana prasarana
bagi wisatawan sehingga wisatawan domestik maupun mancanegara enggan

kesana. Sehingga penurunan wisatawan asing menurun.

Saran
Pemerintah Sumatera Utara perlu terus meningkatkan pelayanan publik di
daerah wisata seperti kebersihan, kenyamanan dan pelayanan seperti

sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Selain itu jika jumlah
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wisatawan dapat meningkatkan dari tahun ke tahun maka diharapkan
pendapatan dari pariwisata dapat meningkat juga.

. Untuk menunjang pengembangan pada sektor pariwisata, aksesbilitas
menuju ke obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Danau Toba perlu
ditingkatkan.

. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah perlu meningkatkan
Kinerjanya dalam pemungutan retribusi guna meningkatkan pendapatan

retribusi.
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